
BUPATI KAPUAS HULU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 66 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA K E R J A 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS HULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan yang terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
HULU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepa la daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu. 
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu. 
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
10. Sekretariat adalah Sekretriat pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah 

Unsur Pelaksana Operasional Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB I I 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah. 
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BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan 
Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 
fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta 

penelitian dan pengembangan; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan 

serta penelitian dan pengembangan; 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian 
dan pengembangan 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan l ingkup 
tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perencanaan Perekonomian; 
d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya; 
e. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan 

Wilayah; 
f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan; 
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 



(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
i n i . 

Bagian Kedua 
Kepala Badan 

Pasal 6 

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 
mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan 
teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan 
kewenangan di Bidang perencanaan dan Bidang penelitian dan 
pengembangan. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut: 
a. penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 
b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan instansi l a innya ; 
c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang 

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan 
pengembangan; 

d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan 
teknis sesuai dengan program kerja dan kebi jakan yang telah 
ditetapkan; 

e. pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi 
penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, 
penelitian dan pengembangan; 

f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah secara periodik; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

Pasal 8 

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas 
dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan 
tertentu. 



Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal 9 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 10 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai 
tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, 
administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, 
kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan. 

Pasal 11 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan program kerja Sekretariat; 
b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan; 
c. pengelolaan administrasi keuangan Badan; 
d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan 

sumber daya aparatur, dan tata laksana Badan; 
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, 

rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja Badan; 
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sekretariat; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

(1) Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Program; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Aparatur. 

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

Pasal 13 

(1) Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat 
dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, 
pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program; 
b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan 

program kerja Badan; 
c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan 
Pelaksanaan Anggaran; 

d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan 
Laporan Kinerja Badan; 

e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja 
dari setiap Bidang dan UPT; 

f. pengendalian dan pelaporan program kerja Badan; 
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Subbagian Program; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat 
di bidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan 
administrasi keuangan Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; 
b. penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan; 
c. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan Badan; 
d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan 

Badan; 
e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil 

perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; 
dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

(1) Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu 
Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan 
mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan 
aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, 
ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan 

Aparatur; 
b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan aparatur Badan; 
c. penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan; 
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d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga 
kearsipan dan perpustakaan Badan; 

e. pengelolaan barang milik Badan; 
f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Perencanaan Perekonomian 

Pasal 16 

Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di 
bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris. 

Pasal 17 

(1) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Badan 
dalam perencanaan pembangunan perekonomian meliputi 
pertanian, pangan, perikanan, pariwisata, perindustrian, 
perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil 
menengah, energi dan sumber daya mineral, dan sumber daya 
alam lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Perencanaan Perekonomian melaksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan 

Perekonomian; 
b. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam 

penyusunan rencana pembangunan perekonomian; 
c. pengkoordinasian rencana program pembangunan 

perekonomian dengan satuan organisasi lain; 
d. pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada 

Bidang Perencanaan Perekonomian; 
e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada 

Bidang Perencanaan Perekonomian; 
f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang 

pada Bidang Perencanaan Perekonomian secara periodik; 
g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang 

Perencanaan Perekonomian secara periodik; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Pasal 18 
(1) Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari : 

a. Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata-
dan ' 

b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian. 

Pasal 19 

(1) Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata 
mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan 
Perekonomian dalam menyusun rencana dan program 
pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan 
sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata 
melaksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pertanian, 

Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; 
b. penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor 

pertanian, pangan, perikanan, dan pariwisata ; 
c. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah 

sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber 
daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
mensinergikan rencana program sektor pertanian, pangan, 
perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya 
alam, dan pariwisata; 

e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi 
dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan 
pariwisata; 

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan 
Pariwisata; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 20 

(1) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas 
membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam 
menyusun rencana dan program pembangunan sektor 
Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l),Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, 
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Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha 
Kecil Menengah; 

b. penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor 
perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi 
dan usaha kecil menengah usaha kecil menengah ; 

c. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah 
sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, 
koperasi dan usaha kecil menengah; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
mensinergikan rencana program sektor perindustrian, 
perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil 
menengah; 

e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, 
penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah; 

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman 
Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Perencanaan Sosial Budaya 

Pasal 21 

Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di 
bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris. 

Pasal 22 

(1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 1 , mempunyai tugas membantu Kepala Badan 
dalam perencanaan pembangunan sosial budaya dan 
kesejahteraan sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Perencanaan Sosial Budaya melaksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Sosial 

Budaya; 
b. pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana 

pembangunan sosial budaya; 
c. pengkoordinasian rencana program Layanan Pemerintahan 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 
peningkatan kesejahteraan sosial dengan satuan 
organisasi lain; 
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d. pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada 
Bidang Perencanaan Sosial Budaya; 

e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada 
Bidang Perencanaan Sosial Budaya; 

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang 
pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik; 

g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang 
Perencanaan Sosial Budaya secara periodik; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal 23 

(1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari : 
a. Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia; dan 
b. Subbidang Kesejahteraan Sosial. 

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya. 

Pasal 24 

(1) Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bidang 
Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan 
program pembangunan sektor pemerintahan dan 
pengembangan sumber daya manusia. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Layanan 

Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
b. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor 

Pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia ; 
c. penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 

sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya 
manusia; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
mensinergikan rencana program layanan pemerintahan 
dan pengembangan sumber daya manusia; 

e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan sektor pemerintahan dan pengembangan 
sumber daya manusia; 

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Subbidang Layanan Pemerintahan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
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Pasal 25 

(1) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu 
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana 
dan program pembangunan sektor kesejahteraan sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbidang Kesejahteraan Sosial melaksanakan fungsi 
sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kesejahteraan 

Sosial; 
b. penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor 

kesejahteraan sosial; 
c. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah 

sektor Kesejahteraan sosial; 
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

mensinergikan rencana program sektor kesejahteraan 
sosial; 

e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan sektor kesejateraan sosial; 

f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Keenam 
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah 

Pasal 26 
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

Pasal 27 

(1) Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai 
tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan 
pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah melaksanakan fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Fisik, 

Prasarana dan Pengembangan Wilayah; 
b. pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana 

pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan 
wilayah; 

c. pengkoordinasian rencana program pembangunan fisik, 
prasarana dan pengembangan wilayah dengan satuan 
organisasi lain; 
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d. pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-subbidang pada 
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah; 

e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada 
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah; 

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang 
Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah 
secara periodik; 

g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang 
Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah 
secara periodik; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal 28 

(1) Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah terdiri dari : 
a. Subbidang Fisik dan Prasarana; dan 
b. Subbidang Pengembangan Wilayah. 

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan 
Pengembangan Wilayah. 

Pasal 29 

(1) Subbidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas membantu 
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah dalam menyusun rencana dan program pembangunan 
fisik dan prasarana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Subbidang Fisik dan 
Prasarana melaksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Fisik dan 

Prasarana; 
b. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor fisik 

dan prasarana; 
c. penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 

sektor fisik dan prasarana; 
d. pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan 

mensinergikan rencana program sektor fisik dan 
prasarana; 

e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan 
prasarana; 

f. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan sektor fisik, sarana dan prasarana; 

h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Subbidang Fisik dan Prasarana; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Pasal 30 

(1) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas 
membantu Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan 
Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan 
program pembangunan pengembangan wilayah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Subbidang 
Pengembangan Wilayah melaksanakan fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengembangan 

Wilayah; 
b. penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah serta 

pengendaliannya; 
c. penyusunan rencana program pengembangan wilayah; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

mensinergikan rencana program pengembangan wilayah; 
e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan 

Pasal 31 
Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan melalui Sekretaris. 

Pasal 32 

(1) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 , mempunyai tugas 
membantu Kepala Badan dalam penyusunan, monitoring, 
evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah 
serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pengendalian dan Penelitian dan Pengembangan 
melaksanakan fungsi sebagai: 
a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, 

Penelitian dan Pengembangan ; 
b. pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana kegiatan 

pengendalian perencanaan pembangunan daerah, serta 
penelitian, pengembangan; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian 
perencanaan pembangunan daerah; 

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 
e. pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang 

Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan; 



f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada 
Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan; 

g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang 
pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan 
secara periodik; 

h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang 
Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara 
periodik; dan 

i . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal 33 

(1) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri 
da r i : 
a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan 
b. Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian. 

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan 
Pengembangan. 

Pasal 34 

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 
membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan 
Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan 
pengembangan dalam rangka menunjang penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 
fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan 

Pengembangan; 
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian serta 

melakukan kajian kebijakan perencanaan pembangunan 
daerah; 

c. pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga-
lembaga penelitian lain; 

d. penyiapan bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan 
pembangunan; 

e. pendokumentasian dan penyebarluasan hasil-hasil 
penelitian; 

f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya; 



Pasal 35 

(1) Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian 
mempunyai tugas membantu Bidang Pengendalian, Penelitian 
dan Pengembangan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi 
dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian 
melaksanakan fungsi sebagai ber ikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Monitoring, 

Evaluasi, dan Pengendalian; 
b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan dalam monitoring, evaluasi, dan pengendalian 
perencanaan pembangunan daerah; 

c. fasilitiasi pelaksanaan musyawarah perencanaan 
pembangunan tingkat daerah; 

d. fasilitasi dan pembinaan penyusunan dokumen 
perencanaan; 

e. penyusunan dokumen perencanaan daerah; 
f. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 
g. penilaian pencapaian target perencanaan pembangunan 

daerah; 
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan daerah; 
i . Penyiapan dan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati; 
j . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian; 
dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedelapan 
Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 36 

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin 
oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

Pasal 37 

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
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Pasal 38 

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, 
sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 39 

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan keahliannya. 

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. 

Pasal 40 

(1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, 
beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala 
Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup 
kerjanya. 

BAB V 
TATA K E R J A 

Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya 
maupun antar unit kerja sasuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 42 

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

Pasal 43 

(1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 
masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat 
berkala. 
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Pasal 44 

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 45 

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah 
untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan 
dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut. 

Pasal 46 

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang sacara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 47 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan aparatur sipil negara 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48 

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 
lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Bupat ini. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2008 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 



Pasal 50 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putussibau 
pada tanggal 7 NOVEMBER 2016 

BUPATI KAPUAS H U L U , ^ 

A.M. NASIR 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 8 N0VM1ER 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 

MUHAMMAD SUKRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 
NOMOR 68 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 66 TAHUN 2016 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA K E R J A 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

K E P A L A BADAN 

K E L O M P O K 
J A B A T A N FUNGSIONAL 

B IDANG 
PERENCANAAN 

PEREKONOMIAN 

I 

B I D A N G 
PERENCANAAN 

S O S I A L B U D A Y A 

S U B B I D A N G 
PERTANIAN, 

PANGAN, 
PERIKANAN, DAN 

PARIWISATA 

S U B B I D A N G 
PER INDUSTR IAN , 
PERDAGANGAN, 

PENANAMAN 
MODAL, 

K O P E R A S I DAN 
USAHA K E C I L 
MENENGAH 

S U B B I D A N G 
LAYANAN 

PEMERINTAHAN 
DAN 

PENGEMBANGAN 
S U M B E R DAYA 

MANUSIA 

1 S U B B I D A N G 
K E S E J A H T E R A A N 

SOS IAL 

S E K R E T A R I A T 

S U B B A G I A N 
PROGRAM 

S U B B A G I A N 
KEUANGAN 

S U B B A G I A N 
U M U M DAN 
APARATUR 

B IDANG 
PERENCANAAN F I S I K , 

PRASARANA, 
PENGEMBANGAN 

WILAYAH 

B I D A N G 
PENGENDAL IAN , 

P E N E L I T I A N , DAN 
P E N G E M B A N G A N 

S U B B I D A N G 
F I S I K DAN 

PRASARANA 

S U B B I D A N G 
PENGEMBANGAN 

WILAYAH 

1 S U B B I D A N G 
P E N E L I T I A N DAN 
PENGEMBANGAN 

1 S U B B I D A N G 
MONITORING, 

E V A L U A S I , DAN 
PENGENDALIAN 
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BUPATI KAPUAS H U L U ^ 

A. M NASIR 


